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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN 
BAGI POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya tahan tubuh Polisi Pamong Praja untuk terciptanya ketertiban dan keamanan serta tertib administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu memberikan Makanan Tambahan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pemberian Makanan Tambahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Peraturan Gubernur;



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri A);



	MEMUTUSKAN :



	menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERiAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Gubernur dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

9. Makanan Tambahan adalah Makanan berupa barang yang diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kepada seluruh Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belltung baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak.

Pasal 2
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

(1) Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Koordinator Pengawas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian.

(3) Pengawas adalah Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian.

(4) Anggota adalah Staf PNS/CPNS, Tenaga Honorer/Kontrak Kegiatan, Cleaning Service, Pengantar Surat, Operator Telepon dan Sopir.

Pasal 3

Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Kepala Daerah.

Pasal 4

Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan pada pos-pos peniagaan yang telah ditentukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik itu siang maupun malam hari.

Pasal 5

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan pada pos-pos penjagaan yang telah ditentukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat diharapkan kondisi fisik yang prima.

Pasal 6

(1) Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas telah melanggar ketentuan yang telah ada maka Makanan Tambahan terhadap anggota pelanggar ketentuan tersebut dihentikan sementara.

(2) Penghentian sementara tersebut akan diberikan kembali bila tugas-tugas dijalankan kembali dengan dibuktikan surat perintah tugas dari Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

Pasal 7

(1) Makanan Tambahan diberikan berupa barang setiap bulan kepada Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak.

(2) Yang berhak menerima Makanan Tambahan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(3) Banyaknya Barang Makanan Tambahan disesuaikan dengan rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013.

(4) Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Polisi Pamong Praja yang :

a. Tidak melaksanakan tugas pengawasan, penjagaan dan pengamanan sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 1 (satu) bulan;

b. Sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 1 (satu) bulan dan atau diatas 1 (satu) bulan;

c. Menjalani cuti diatas 1 (satu) bulan;

d. Sedang menjalankan tugas belajar.

Penerima Makanan Tambahan

Pasal 8

Yang berhak menerima Makanan Tambahan adalah petugas yang melaksanakan Penanggung Jawab, Pengawasan dan seluruh Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provlnsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan tugas pengawasan, penjagaan dan pengamanan sesuai jadwal dan tempat yang telah ditentukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diberikan Makanan Tambahan berupa barang sebagai berikut :

1. Gula pasir : 4kg

2. Kopi : 2kg

3. Susu kental manis : 10 kaleng

4. Mie instan : 2 duz

5. Telur ayam kampung : 30 butir

6. Kacang Hijau : 2kg
7. Teh celup : 2 kotak
BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

Pasal 9

(1) Pengadaan Makanan Tambahan dilaksanakan setiap bulan.

(2) Makanan Tambahan bagi Penanggungjawab, Pengawas dan Anggota Petugas Penjagaan diberikan setiap bulan.

(3) pemberian Makanan Tambahan bagi Penanggungjawab, Pengawas, Polisi Pamong Praja dilakukan dengan mekanisme Pengadaan Barang/jasa.

(4) pejabat penanggungjawab mengajukan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan :

a. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Makanan Tambahan;

b. Surat pernyataan tanggung iawab mutlak;

c. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berhak mendapatkan Makanan Tambahan.

(5) Permintaan pembayaran Makanan Tambahan Bagi Satuan Polisi Pamong Praia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diajukan setelah proses Pengadaan Barang/Jasa Makanan Tambahan selesai dilaksanakan.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemberian Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belania Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong praja provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor rekening 1.19.1.19.03.28.0300.5.2.2.02.23. 
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal

2 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 07 Februari 2013        
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI
Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 07 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E
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